GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana

Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman

Modal;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



Menetapkan

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 831);

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN

RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah
Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses,
hasil dan/atau manfaat pelayanan.

8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar
dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.



BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan
Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah.

(2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

(1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah
Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan
dasar nasionali.

(2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah
diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan
serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

(1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan
dalam  menyusun perencanaan dan  penganggaran
penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.

(2) Penetapan  pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

(4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB V
PELAPORAN
Pasal 5
Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui
Biro Organisasi dan Tatalaksana.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6
Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini
dilaksanakan Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah
Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan
Tatalaksana.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman  Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 42), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
4 padatanggal 9 Okteber 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Okteber 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

" BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 36



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 36 TAMUN 2013
TANGGAL : 9 OKTOBER 2013
CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENANAMAN MODAL
_ PELAYANAN DASAR CAPALAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM
TAHUN TAHUM 2014
Ino sttt feapaan] L 2013 TAHUN 2015 TOTAL RENCANA
- INDIKATOR 2012 %) REMCANA TARGET RENCANA REMCANA PEMBIAYAAN
NASIONAL (%) | WAKTU TARGET PROGRAM, KEGIATAN P KEGLATAN
W (%) {z) i/ PEMBIAYARN (%) ROGRAM, KEGIATAN PENIBLAYAAN TARGET (%) | PROGRAM/ R

1 2 3 4 E & 7 ] ] 10 11 12 13 14 13 16

Tersedianya informas| peluang usaha 1 {satu} sektor/ P R
I anyusunan Rencana .,

1 bidang usaha 100 400,000, - . . X
sektor/bideng unggulan .Lm._._.._: / 2014 100 a Umum Penanamen Madal 00,000,000 100 100 400,000,000
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah

7 |daerah dalam rangka kerjasama . . - . . . . . - . - -
kemitraan:

Artara Lsaha Mikre, Kecil, Menengah Peningkatan Fasilizasi Peningkatan Fasilitasi
dan Koperasi (UMEME) tingkat | 1 (satu) kall/ Fasilltasi den koordinasi Terwujudnya Terwujiednya

3 |provinsi dengan pengusaha | tahon 204 100 o 100 Kerjasama di Bidang 207.850.000 100 Kerjasama Strategis 1500000.000 100 Kerjasame Strategis 350,000,000 T07.850.000
nasional asing . Imystasi antara Usaha Besar dan antara Usaha Besar dan

_ KM Lkt |
Antara Lsaha Mikro, Kecil, Menengah _ |
dan Koperasi (UMKRE] tingkat | |

4 lkabugaten/kota dengan penguseha ) | - - - - - - | - - - "
timgkat provinsi/nasional | H “

._ ]
Terselenggaranya promosi peluang 1 (satu) kall/ | Penyelenggaraan Pameran Penyelenggaraan _ Feryalenggarasn
5 |penanaman modal provins tahun | 204 100 o 100 |Investasi Dalam dan Luar 1.B3E,000.000 100 |Pamersn bvestasi | 1.800.000.000 100 Pameran Investasi 5.000.000.000 8.638,000.000
| MNegeri Dalam dan Luar Megeri |Dalam dan Luar Mager
Terselenggaranya promosi peluang 1 (satu) kali/ | _
6 penenaman modal kabugaten tahumn 2014 ) - ) - ) ) - . -
Tarselenggaranya pelayanen perlzingn ,.._ |
dan non perlzinan bidang penanaman Penyederhanaan Prosedur uﬁ.énn__.._nlu.a _._.u.n_n 4 w”m_._.,_.mn__“_mw”m _._.m _m.._ 4
7 |modal melalui Pefayanan Terpadu Sat | 100% 2014 80 20 100 |Peizinan dan Peningkatzn | 650,000.000 100 [T TEAENENCEN | 50000000 agg [P PSR 300,000,000 2,050,000.000
PFintu [PTSP) di bidang penanaman Penznaman hdodzl Feningkatan Peningkatan
) Pananaman Modal Fenanaman Modal
modal:
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam
Negeri, izin Prinsip Penanaman Modal
Dalarn Megeri, lzin Usaha Penanaman
WModal Dalam Negerl, Perpanjangan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

g |Asing [RFTKA], Perpanjangan lzin . . N . . . . - - - -
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
[IBTA) vang bekerja di lebéh darl 1
[saru) kabupaten/kota, sesuai
kawenangan pemerintah provinsi




_._.uﬂt.m_._mmman.___m bérnbingan
pelaksanaan Keglatan Penanaman

Koordinasl antar lembaga

Koordinasi antar
lernbaga dalam

Koordinasi antar
lembaga dalam

1 {satu] kali It
8 |Modal kepada masyarakat dunla usaha Hm:”w:m U 100 a 100 &_ﬁﬁnzmmwﬂwﬂ _ 300,000,000 100 |pengendalian 300.000.000 100 |pengendalizn 350,000,000 250,000,000
) w“__ﬂ_z__ﬁ”___u.” s pelaksanaan irvestasi pelaksgnean investasi
PRMEN/PMA FMDN/PIA
Terimglementasikennya m_nm_.._._ Pengembangan Sistam Pengembangan Slstem Pengembangan Sistem
10 |Pelayanan informasl dan Perizinan 100% 2014 75 5 75 |informasi Penanaman 100,000,000 100 [informasi Penanamen 150,000,000 100 |Informasl Penanaman 350.000,000 600,000,000
Imvestasl Secara Elektronik (SPIFISE) Miodal Wodal hodal
Terselenggaranys soslalisas! kebljakan
penanaman modal kepada masyarakat Peryaderhanaan Panyedarhanaan
dunla usaha 1 (satu] kall/ E........maﬂzwzmw_._ Prossdur Presedur Perizinan dan Prosedur Perizinan dan
11 2014 100 1] 100 Perizinan dan Peningkatan - 100 - 100 - -
tahun Pananaman Modl Peningketen Peninglkatan
=nd pea Pananaman hModal Penanaman hodal
JUMLAH 3.485,850.000 3,000,000.000 6.850,000.000/ 13.345.850,000




